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Aset Disdikpora Senilai
Rp4,4 M Bermasalah

KARANGANYAR -Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) me-
nemukan kejanggalan dalam
pengelolaan aset pada Dinas
Pendidikan dan Pemuda dan
Olahraga (Disdikpora) Ka-
ranganyar. Tidak tanggung-
tanggung, nilai aset yang ber-
masalah tersebut mencapai
Rp4,4 miliar.
BupatiKaranganyar Juliyat-
mono yang dikonfirmasi mem-
benarkan adanya temuan BPK
dalam pengelolaan aset pada
Disdikpora. Menurutnya, te-
muan tersebutbermuladaribe-
sarnya nilai aset sehingga me-
nimbulkankecurigaanlantaran
tidak disertai dengan dokumen
yangmenguatkan.

Bupati mengaku, pihaknya

sudah menindaklanjuti temu-
an BPK tersebut dengan mela-
kukan kroscek dilapangan. Se-
telah melakukan pemeriksaan
langsung, ternyata aset yang
dicurigai tersebut tidak tercatat
dalam pembukuan Disdikpora.
Asetitumeliputi gedung, buku,
alat tulis kantor (ATK), kompu-
ter, meja kursi, dan beberapa
aset lain yangberada di bawah
naungandinastersebut.
Buruknya pencatatan aset
pada Disdikpora tersebut di-
nilaisebagaiakibatkurangter-
tibnya petugas baik di sekolah
maupun unit kerja dalam me-
lakukan pembukuan. Juliyat-
mono menerangkan, banyak
aset yang terbengkalai tapi

tidak dicatat dalam pembu-
kuan. Padahal aset seperti itu
juga harus tercatat sehingga
saat ada pemeriksaan. bisa
diketahuiasal-muasalnya.
“Setelah saya cek ternyata
disebabkan tidak tertibnya
petugas dalam mencatat aset.
Misalnya,adakomputerrusak
beberapa unit, itu tidak dica-
tat. Padahal, semua harus ter-
susun dalam pembukuan,”
tandasnya di sela-sela pem-
binaan pengelolaan aset dan
persediaanbarang Kabupaten
Karanganyar kemarin.
Pihaknya sudah mengins-
truksikan Disdikpora agar se-
geramembenahi aset yang ber-
masalah tersebut. Paling tidak
perbaikan pencatatan aset itu
harus selesai sebelum akhir
2015. Jika permasalahan aset
tidak clear , target Karanganyar
mendapatkan predikat Opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)dalamlaporankeuangan
dikhawatirkan akan terganjal.
“Ini harys diselesaikan. Kalau
tidak, ‘bisa saja opini WTP
dilepas oleh BPK karena kita
tidak bisa mengelola APBD
2015denganbaik,”ucapnya.
Sementaraitu, Wakil Bupati
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